NOMOR 63 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
- DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
= WALIKOTA CIREBON

Menimbang . a. bahwa schubungan dengan adanya penambahan ,
dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan |
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 yang |
ditetapkan dengan FPeraturan Dacrah Kota | °
Circbon Nomor 8 Tahun 2000 tentang } '
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota i
Cirebon Tahun Anggaran 2001, maka perlu \
dilakukan Perubahan Anggarran Daerah ;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sehagaimana dimaksud pada .
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran }
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Negara Tahun -1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 551);
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Undang Uindang Nomor 12 Tahua 1985 t2niang
Pzjck Dund dan Bangunan (Lembaran Neguwo
Tahan 1985 Noror 68, Tumbahan Lembarar
Negara Nomor 3317) scbagaimara telah diukab
dengan Undang-Unding Nomor 12 Tahun 1954
(Lembaran  Negrwa Tawue 1994 Nomwor 62
Tambahar Lemnbaran Ne garat\:umor 355%);

Undang-Undang Nomor 18 Tahwa 1997 tenteng
Pejek Dasrat dan Retribusi Dacrzh (Lembarar
Negara Tahun 1997  Nomor 41; Tambahar
Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 21 Tahwa 1997 tentang
Bea Perclehan Hak Atas Tanzh dan bangunan
(Lemtaran Negara Tahun 1997 Nomor 44;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomer 22 Tahua 1999 tentang
Pemerintahan Dacrah’ (Lembaran Negara Tahan
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasar
Keuvargan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1975
Nomor 5);

Pecaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendspatan dan
Belanja Daerali, Pelaksanzan Tata Usaha Kevangan
Daerah dan Penyusunan Perhiungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 6,

Peratoran Pemerintah Nemor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Dacrah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Ncgzm
Nomor 3691);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
kepada Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1994 tentang Pelaksamaan Anggaran Fendapatan
dan Belanja Daerah, berikut Perubahannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Talun
1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Kenangan dan Barang Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360
tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program

_Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian

Xredit Anggaran; _

Kepatusan Menteri Dalam Megeri Nomor 94 Tahun
1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah
Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

Keputusan Meateri Daiam Negeri Nomor 51 Tahun
1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan
Dacrah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379

tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem
Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha
Keuangan Daerah;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Ncmor 110
Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1SSR tentang Bentuk
dan Susunan Anggaran Pendapaian Daerah;

26. Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor 148
Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-
pokok Reformasi Pembangunan Daerah.

27. Swrat Menteri Dalama Negani dan Otonomi Daerah
Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2009
perihai Pedoman umum Penyusunan dan
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001;

28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor & Tahun
2000 tentang Penctapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2001 ( Lembaran Dacrah Kota Crebon Tahun 2000
\Iomor 7)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIREBON

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
- TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

CIREBON TAHUN ANGGARAN 2001.
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‘ Pasal 1
s (1) Anggaran Pendapatan Dacrah
<« Tahun Anggaran 2091
Semula begjumlah............. Rp. 122.211.389.971.17
Diperkirakan bertambah
sejumiah....................... Rp. 21.443.593,339.15
Schingga menjadi sebesar ... Rp. 143.654.983.310,32
(2) Anggaran Belania Daerah
Tahun Anggaran 2001 :
Semula berjumlah ............. Rp. 122.211.389.971,17
Diperkirakan bertambah
sejumlah....................... Rp. 21.443.593.339.15 °
Schingga menjadi scbesar... Rp. 143.654.923.310.32
Dengan rincian sebagai berikut :
| a. Belanja Rutin sebetum
* Perubahan ................ Rp. 93.048.132.456,57
? Bertambah. .............. . 19.029.437.796.15
. Bezlanja Rutin setelah
Perubahan. ............ Rp. 114.077.570.252,72
~b. Belanja Pembangunan
scbelom Perubahan. ... Rp. 27.163.257.514.60
Bertambah............... Rp. 2414.155.543,00
Belanja Pembangunan
setelah Perubahan... ....... Kp. 29.577.413.057.60
Pasai 2
(1) Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dimaksud pada Pasal 1 di atas,
‘s scbagaimana [ampiran [ Peraturan Dacrah ini;
- (2) Runcian Penambahan Anggaran Pendapatan
Lt dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas,

sebagaimana Lampiran [I Peraturan Dacrah ini;




LY

3)

4

)

@)

(1)

)

Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada
Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran [l Peraturan
Daerah int;

Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunaa dimaksud

pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV
Peraturan daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas
dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 :

SEmMULA. .« oeeiineneraeecicnien e neernaes Rp. 2.526.406.550,00
Diperkirakan bertambah sejumlah......... Rp. 4.597.800.450.00
Schingga menjadi sebesar. ............... Rp. 7.124.207.000,00
Rician Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) dimuat dalam
Lampiran V Peraturan Dacrah ini.
| Pasal 4

Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 2001 :
SEMULA ..o veeeeeeeeanriensaesmeeenaeeernnes Rp. 2.526.406.550,00 -

iperki bertambah sejumliah.......... Rp. 4.597.800.450,00
Schingga menjadi sebesar. .........c.ceeee Rp. 7.124.207.000,00
Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini

masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini

Pasal S

Lm:miran—LampﬁmtctscbutpadaPasal 1, 2, 3 dan 4 merupakan
bagianyangtidakterpisahkmda:iPcrann'anDaerahini.
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Pasal 6

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

: Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Cirebon. ‘

Disahkan di CIREBON
padatanggal 30 Juni 2001

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
LASMANA SURIAATMADIJA
Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Circbon dengan
Surat Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 13 Tahua 2001 tanggal
30 Juni 2001

Diundangkandi CIREBON
JULI 2001

RAH KOTA CIREBON




